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<b>ABSTRAK</b><br>

Disertas ini dilatarbelakangi dengan seringnyaterjadi pemasal ahan perbatasan Indonesia-Malaysia yang
sangat menganggu keamanan dan kedaulatan NKRI. Ketertinggalan pembangunan perbatasan Indonesia
merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan perbatasan khususnya di Kabupaten Nunukan
Kaimantan Utara. Berdasarkan UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dan Perpres No. 12 Tahun
2010 Tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), negara mempunyai kekuasaan dan
kewenangan dalam pembangunan perbatasan guna pencapaian masyarakat perbatasan yang sejahtera dan
aman. Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan mengusulkan pembangunan jalan, dermaga, listrik, sarana
pendidikan, kesehatan dan lainnya sesuai RPIMD tahun 2012-2016 kepada Pemerintah Pusat untuk
membuka keterisolasian dan ketertinggalan pembangunan pada 12 wilayah kecamatan perbatasan.
Pertanyaan penelitian ini bagaimana peran BNPP dan power interplay antar lembaga, mengapa terjadi
perbedaan prioritas kebijakan dan kepentingan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta mengapa anggaran
minim dan bagaimana respon dan nasionalisme masyarakat perbatasan?

Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data
melalui studi kepustakaan dan wawancara. Teori Miliband tentang negara memiliki otoritas sebagai teori
utama. Teori Distribusi kekuasaan dalam hubungan Pusat-Daerah oleh B.C.Smith, Rondinelli dan Cheema
sertateori nasionalisme sebagai teori pendukung dalam kajian ini.

Temuan penelitian menunjukkan peran BNPP sebagai lembaga koordinasi. Keanggotaan BNPP di dominasi
oleh kementerian dan lembaga negara sehingga terjadi ego sektoral dan power interplay antar lembaga dan
pemerintah daerah mengakibatkan BNPP tidak efektif. Perbedaan prioritas kebijakan dan kepentingan
program pembangunan infrasruktur perbatasan terjadi, karena kepentingan nasional Pemerintah meliputi
aspek politik, keamanan dan strategis geografi. Kepentingan Daerah meliputi membukaisolasi wilayah,
pelayanan masyarakat, membangun kawasan ekonomi dan nasionalisme. Anggaran perbatasan minim, dan
masyarakat mengalami pergeseran orientasi nasionalisme.

Implikasi teoritis menunjukkan bahwa hubungan (distribusi) kekuasaan dan kewenangan Pemerintah Pusat
pada Daerah dalam pembangunan infrastruktur perbatasan di Kabupaten Nunukan masih dominasi Pusat.
Sesuai dengan teori negara oleh Miliband dan Skocpol, dan Smith tentang distribusi kekuasaan dalam
hubungan Pusat-Daerah, sehingga belum memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan
daerah perbatasan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. Perlu penguatan regulasi dan institus BNPP serta
keberpihakan pemerintah pusat (negara) pada percepatan pembangunan perbatasan
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<b>ABSTRACT</b><br>

The background of this study is often happen problems in Indonesian-Malaysian borders which very
threatened security and sovereignty of NKRI. Underdevel opment in Indonesian border were one of cause
Indonesian border problems in Nunukan Regency of North Borneo Province. According State Territorial
Policy Number 43, year of 2008 and Presiden Policy Number 12 year of 2010 about National State
Institution of Border Management (BNPP), state have outhority in border developments for society
prosperity and security. Nunukan Local Goverment had to proposed road developments, port, electric
construction, education and health facilities according RPIMD 2012-2016 policy for central Government to
opens territorial isolation and underdevelopment in 12 border districs.

This research questios, how was the rule of BNPP and power interplay with other institutions, why happen
differences of policy priority and Central-Local Goverment intersts. Why were budgets and nationalism
border society.

Thisresearch used kualitatif methods and the case study, data collecting by library studi and interview. State
theory by Miliband as main theory, Central-Local Governments Relations by B.C.Smith, Rondinelli and
Cheema and nationalism were supports theories in this research.

The result of reserch showed that BNPP rule as coordinatif institution, members of BNPP dominant by
departements and state institutions so that ego sectoral happen and power interplays with anathor institutions
and local government so that BNPP was not efectif. Policy priority defferences and national interests of
Central Goverment consists politic aspec, security and strategic geografic. Local Government including to
opens isolation territorial, public service, economics development territorial and nationalism.

Theoritical implications showed that outhority distributions relations Central Government for Local
Government in border infrastructur developments in Nunukan Regency of North Borneo Provinci dominated
by Central Government. So that relevants by State theory about authority of Miliband and Skocpol and
Central-Local Government distribution theory by Smith. Thus border infrastructur developments by Central
Government were not give impacts for society prosperity and local development of Nunukan Regency of
North Borneo Provinci. So that must to sthreengtness for regulations and institution of BNPP and aligmants
Central Government (state) for border developments accel erations.



